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PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Kis.

ZoAlaba Z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten

Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2018
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Nomor 199/Pdt.G/2018/PA Kis. tanggal 07 Februari 2018, yang isinya pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat
Keterangan Desa Padang Sari Nomor: 470/01/2007/01/2018, oleh karena
itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran
agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-

Cuma (Prodeo);
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 21 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
348/57/V111/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan
menandatanganinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut
di atas selama enam bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat
pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat
tersebut di atas selama satu bulan lamanya, selanjutnya Penggugat dan
Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan terakhir
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat
tersebut;

5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai
suami istri (ba’da dukhul), dan telah mempunyai satu orang anak, bernama:

- Anak kandung (Ik), lahir tanggal 12 Mei 2015

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, setelah itu sejak pertengahan bulan Juni tahun 2015 Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang
Tergugat tidak pernah kembali hingga sudah berlangsung selama dua
tahun tujuh bulan lamanya.Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak
pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;

8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan
kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh
Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti
Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang
pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;
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10. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka
Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran
dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma
(Prodeo);

3.Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4 Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap
panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap,
meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan
cara menasehati namun tidak berhasil karena pengguigat tetap dalam
pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir
dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim
memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan
untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran
telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-All/192/HK.05/XI/2018, tanggal 6

Februari 2018 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar
jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 348/57/VI111/2014 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, tanggal 21 Agustus 2014
bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok
dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat

telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI
1. Saksi |, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Pensiunan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan.,

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keponakan

saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus
2014.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal di
rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang orang tua
Tergugat dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat.
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- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik

talak setelah akad nikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2105 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Juni tahun 2015 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi.

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah

kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kebutuhan
hidup Penggugat

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan

Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

2. Saksi Il., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara
sepupu Penggugat.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus
2014

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal di
rumah orang tua Penggugat kemudian ke rumah orang tua Tergugat dan
terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat.
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- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik

talak setelah akad nikah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah/tidak dikaruniai satu orang

anak.

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun

2015 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menjumpai

Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah

kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kebutuhan

hidup Penggugat

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat

supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan

mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Bahwa Penggugat kemudian membayar (uang) iwadh sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas

Penggugat (sebagai tebusan);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada
gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup
menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisah dari putusan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya seperti telah diuraikan di atas
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi

wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau
kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah
dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya
sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang
sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke
persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa
hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari
sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi
maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon
kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap
Penggugat dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)”, dengan dalil-dalil
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal
21 Agustus 2014. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan

menandatanganinya sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikabh;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai

suami istri (ba’'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak
bulan Juni tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orangtua
Penggugat;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah
berlangsung selama 2 tahun 10 bulan lamanya. Sejak saat itu Tergugat

tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 1,

2 dan 4 yang telah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;

- Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka
Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran
dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan
Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan
Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan
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dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam (secara dejure) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan
Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.
yang merupakan surat autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan
menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan
materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka
berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di
persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus
dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang
pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang
berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan tetangganya dan
kakeknya sebagai saksi di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim,
kedua saksi dapat dikategorikan sebagai person yang adil dan dapat
dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya
dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam
perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian). Hal mana telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut

sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan
kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan
pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan
lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg, oleh karenanya telah memenuhi
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syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan
dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta bahwa
Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama setidaknya telah berjalan
satu tahun empat bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Selama
kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah
mengirimkan nafkah, tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber
penghidupan oleh Penggugat, serta telah membiarkan atau tidak

mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Penggugat untuk dapat dinyatakan
perkawinannya dengan Tergugat putus akibat perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.,
nyata dan terbukti Tergugat telah menggantungkan talaknya pada beberapa
keadaan tertentu yang mana bunyi ta'lik thalak tersebut sebagaimana
kelaziman pada umumnya tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang setidaknya sudah satu tahun
empat bulan lamanya tidak pernah pulang ke tempat Penggugat atau kediaman
bersama, tidak memberi nafkah sama sekali, serta tidak meninggalkan sesuatu
yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi Penggugat yang secara
keseluruhan berarti Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi, maka telah
nyata (dan terbukti) Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik thalak
(talak bersyaratnya) angka (2) yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib
kepada isteri tiga bulan lamanya.”; dan angka (4) yang berbunyi "Membiarkan
(tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya.”;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar sighat ta’lik
thalak dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar iwadh sebesar
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat

kepada Penggugat, maka demikian syarat ta’lik thalak telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hujjah fighiyyah

dari Kitab Syarqawi ‘ala al-Tahrir, halaman 302 yang berbunyi:

sl Gaiie; Yoclbrgzos g9 dinay Lills §le (o

"Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka
jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi

lafaznya.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan
tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT
QS. Al-Rum ayat 21 sebagaimana juga terreduksi dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat
tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela/ridha
lagi atas tindakan Tergugat terhadapnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli figh dalam Kitab

Bughyah al-Musytarsyidin, halaman 223 yang berbunyi:
aill ol aie §lb lg>g3) d>g )l ant, pas sl 13

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap

suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah
terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis

telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian
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sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum
Islam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi
Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan
dengan talak satu khul'i, yakni dengan menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat
terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Kisaran, Nomor : W2-All/192/HK.05/XI1/2018, tanggal 6 Februari 2018 Penggugat
telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan
demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA
Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran
Tahun 2018 sejumlah Rp 871000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.
Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy
Sukmarwati, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana
diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan
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tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh
Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI. Ervy Sukmarwati, S.Hl

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp. 815.000,00
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 871.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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